PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 3 TAHUN 1960 (3/1960)
TENTANG
PENGUASAAN BENDA- BENDA TETAP M LI K PERSECRANGAN
WARGA NEGARA BELANDA

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
Meni nbang:

a. bahwa di pandang perlu nengadakan ketentuan-ketentuan tentang
penguasaan benda-benda m |ik perseorangan warga-negara Bel anda
yang ditinggal kan dan yang tidak terkena ol en Undang-undang
No. 86 tahun 1958 tentang "Nasionalisasi Perusahaan Bel anda"
(Lenbar an- Negara tahun 1958 No. 162);

b. bahwa karena keadaannya sangat nendesak nmaka Kketentuan-
ket entuan tersebut perlu segera ditetapkan dengan Peraturan
Pemeri ntah Pengganti Undang-undang;

Mengi ngat

a. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;

b. Undang- undang No. 24 tahun 1954 (Lenbaran-Negara tahun 1954
No. 78);

Mendengar

Miusyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 12 Januari 1960.

Mermut uskan :
Menet apkan

Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang "Penguasaan
benda- benda tetap mlik perseorangan warga-negara Bel anda".

Pasal 1.

Semua benda tetap mlik perseorangan warga-negara Belanda, yang
tidak terkena oleh Undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang
"Nasi onal i sasi Per usahaan- perusahaan Bel anda" (Lenbar an- Negar a
tahun 1958 No. 162). yang pemliknya telah neninggal kan w | ayah
Republi k Indonesia, sejak nmulai berlakunya Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang ini di kuasai ol eh Penerintah, dalam hal ini
Menteri (Miuda) Agrari a.

Pasal 2.
(1) Untuk nel aksanakan penguasaan termaksud dalam pasal 1 dan

nmengadakan penyel esai an sel anjutnya dari pada benda-benda yang
di kuasai itu, didaerah-daerah vyang dipandang perlu, oleh



Menteri (Muda) Agraria dibentuk suatu Panitia, yang terdiri
atas seorang pejabat dari Jawatan Agraria, sebagai Ketua
nmer angkap anggota dan seorang Panongpraja yang ditunjuk ol eh
Quber nur/ Kepal a Daerah Swatantra tingkat | serta Kepal a Kant or
Pendaftaran Tanah yang bersangkutan masing-masing sebagai
anggot a.

(2)Panitia tersebut pada ayat (1) pasal ini (selanjutnya dalam
Peraturan Penerintah ini disebut: Panitia) bekerja atas dasar
pedoman- pedoman yang di beri kan ol eh Menteri (Mida) Agrari a.

Pasal 3.

(1) Barangsi apa, dal am hubungan yang bagai manapun dengan pem |iknya
nmenguasai benda- benda tetap sebagai yang di maksud dal am pasa
1, didalam waktu 2 bulan sejak mulai berlakunya Peraturan
Penmerintah Pengganti Undang-undang ini wajib nenyerahkan
penguasaan tersebut kepada Panitia setenpat dan nel aporkan
segala sesuatu nengenai benda yang dikuasainya itu serta
hubungannya dengan pem | i knya.

(2) Mereka yang tidak nenmenuhi kewajiban ternaksud dal am ayat (1)
pasal ini dianggap tidak nenpunyai hubungan yang syah dengan
benda yang bersangkutan sejak nulai berlakunya Peraturan
Pemeri ntah Pengganti Undang-undang i ni .

Pasal 4.

(1)Barangsiapa ingin nenbeli benda-benda tetap yang dikuasa
menurut ketentuan dalam pasal 1 harus nengaj ukan pernohonan
kepada Menteri Muda Agraria dengan perantaraan Panitia
set enpat yang ber sangkutan, nenurut cara yang ditentukan ol eh
Menteri Muda Agrari a.

(2) Yang di per kenankan nenbel i benda-benda termaksud dal am ayat (1)
pasal ini hanyal ah warga-negara |ndonesia, yang dengan
penbelian yang baru itu tidak akan nenpunyai |ebih dari 3
(tiga) bidang tanah.

Pasal 5.

D dal am keputusan Menteri Miuda Agraria yang nenberi izin untuk
nmel akukan jual -beli dan nel aksanakan pem ndahan hak atas benda yang
ber sangkut an, di cantunkan pula ketentuan nengenai cara penbayaran
harga benda itu kepada pemliknya dengan nengingat peraturan-
per at uran yang ber| aku.

Pasal 6.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini mul ai berl aku pada
hari di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini



dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Pebruari 1960.
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A.

ttd.
SCEKARNO.
D undangkan di Jakarta

pada tanggal 9 Pebruari 1960
Menteri Mida Kehaki man,

ttd.
SAHARDIO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PENMERI NTAH PENGGANTI
UNDANG- UNDANG
TENTANG
" PENGUASAAN BENDA- BENDA TETAP M LI K
PERSECRANGAN WARGA- NEGARA BELANDA" .
(1)Kini sudah berlaku Undang-undang tentang "Nasionali- sas

per usahaan- perusahaan mlik Belanda" (Undang-undang No. 86
tahun 1958) dan telah ditunjuk pula perusahaan mana yang
di kenakan nasionalisasi itu. Keadaan suasana sekarang i ni pun
sudah dem ki an rupa hi ngga tel ah nenungki nkan di adakannya | agi
pengawasan sebagai mana nestinya nenurut peraturan-peraturan
yang ber| aku.

Ber hubung dengan itu mnmaka |arangan yang di kel uarkan pada

per mul aan bul an Desenber 1957 tersebut diatas kini sudah dapat
di cabut kenbal i .

Adapun sepanjang yang nengenai benda-benda tetap yang tunduk pada

hukum Er opah pengawasannya di | akukan nmenurut Undang-undang No.
24 tahun 1954 (Lenbaran-Negara 1954 No. 78), yang newaji bkan
adanya izin dari Menteri Mida Agraria bagi setiap pem ndahan
hak dan serah-pakai yang |ebi h dari satu tahun.

(2) Dal am pada itu dengan bepergi annya orang-orang Bel anda pem | ik

benda- benda tetap (berupa rumah dan tanah) secara tergesa-gesa
di dal am suasana sebagai yang di urai kan di at as, maka penguasaan
atas benda-benda yang nereka harus tinggalkan itu nenjadi
tidak teratur. Ada yang di kuasai oleh orang-orang yang sudah
nmengadakan perjanjian jual-beli dengan pemliknya, tetapi
ber hubung dengan adanya |arangan tersebut diatas soal 1izin
pem ndahan haknya hi ngga ki ni bel um dapat di beri keputusannya.
Ada yang di kuasai ol eh seseorang yang ditunjuk sebagai kuasa
oleh pemliknya dan ada pula yang ditinggal kan begitu saja
tanpa ada penunj ukan seseorang kuasa.



Ber hubung dengan itu maka dianggap perlu wuntuk nengadakan

Unt uk

I ni

A eh

ket ent uan- ket ent uan yang khusus yang bertuj uan agar pem ndahan
hak at as benda- benda yang di maksudkan itu dapat
di sel enggar akan secara tertib dan teratur dan agar dapat
di cegah pul a jatuhnya tanah-tanah dan rumah-runah itu didal am
tangan dari gol ongan yang terbatas saja.

itu maka pertama-tama dipandang perlu untuk nenertibkan
kenbal i soal penguasaannya, dengan nmenenpat kan  senua
benda-benda tetap yang ditinggal kan itu, baik yang sudah ada
perjanjian jual-belinya, yang sudah ada kuasanya naupun yang
di ti nggal kan begitu saja, di bawah penguasaan Peneri ntah, dal am
hal ini Menteri (Mida) Agraria (pasal |, 2 dan 3). Adapun
penguasaan tersebut bukan berarti penganbilan-alih ataupun
nasionali sasi sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang
"Nasi onal i sasi Per usahaan- perusahaan Bel anda" (Undang-undang
No. 86 tahun 1958), dan oleh karenanya tidak nenghil angkan
atau nengganggu-gugat hak mlik dari pada pem liknya.
Penguasaan itu berarti pengelolaan ("beheer") yang bernmaksud
nmenber i wewenang kepada Penerintah untuk secara aktip
ber canpur tangan didalam soal pem ndahan haknya, khususnya
di dalam nenberi keput usan nmengenai siapa yang akan
di perkenankan nengoper hak mlik atas beda-benda tersebut
(pasal 4) dan nengenai cara penbayaran harganya kepada
pem | i knya yang bersangkutan [pasal 5 ayat (1)]. Dalam pasal 4
ayat (2) disebutkan syarat-syarat bagi pemlik yang baru itu,
yaitu : warga-negara |ndonesia, yang belum nenpunyai |ebih
dari 3 bidang tanah dan yang nenerlukan tanah atau rumah yang
ber sangkut an unt uk di pakai nya sendiri .

berarti, bahwa biarpun msalnya sudah ada perjanjian
jual -beli, tetapi kalau penbelinya itu nenurut pendapat
Menteri Mida Agraria tidak nemenuhi syarat yang di sebut dal am
pasal 4 ayat (2), dapat tanah atau rumah yang bersangkutan
di beri kan kepada orang | ain yang nenenuhi syarat.

karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Penerintah
Penggant i Undang- undang i ni tidak nmengganggu- gugat hak
m | i knya, maka harga tanah dan rumah yang ber sangkutan nenjad
hak nereka sepenuhnya. Tetapi oleh karena nereka tidak |ag
nmenj adi penduduk |ndonesia soal penbayaran harus dijal ankan
menurut peraturan-peraturan yang berlaku, hal mana untuk
tegasnya ditentukan pula dalam surat izin yang diberikan ol eh
Menteri (Muda) Agraria.

CATATAN
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